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PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun :'OOS
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Oaerah, maka Peraturan Dcl~rah

Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuai l~gi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan .;ebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Hibu' m;

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umurr dan
Tala Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia T'Ihun
1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Ne9ara Republik Indonesia
Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kati diubah ter ,khir
dengan Undang-Undang Nomar 28 Tahun 2007 (Lembaran Ne ]~Ha

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan LemtJran
Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tallun 1997 tentan9 Penagihan Fajak
Dengan Surat Paksa (lembaran Negara Republik Indonesia T.;hun
1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indollesia
Nomar 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un<:'ang
Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia T, hun
2000 Nomor 129, Tambahan Lembara·n Negara Republik Indonesia
Nomor 3987);

3. Undang-Undang Namor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan F'3jak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lentang Keuangan Ne,lara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara RepubIH: Indonesia Nomor4286):
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5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lenlang Pembenluf:an
Peraturan Perundang-undangall (Lembaran Negara Repul:lik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tallun 2004 tentang Pemeriksctan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar3n
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4400):

8. Undang-Undang -Nomor 32 Tahun 2004 tenlang Pemerinlahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Norr·or
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagairnana tel3h beberapa kali diubah terakhir dengan Undang

Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negaa
Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perilllban~an

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Oael ah
(Lembaran Negara Republik Indor,esia Tahun 2004 Nomor 11. 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang NomOI 29 Tahun 2007 lentang Pemerinta~ 3n
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Sebagai Ibukota Negaa

Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik lndone:..-.ia

Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Repul.lik
Indonesia Nomor 4744);

11. Undang-Undang Nomor 28 TahLin 2009 lentang Pajak Daerah d 'n
Relribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tala Cara

Penyitaan Dalam Hangka Penagihan Pajak dengan Sural Pak3a

(Lembaran Negara Republik Indonesid Tallun 2000 Nomor 247,
Tambahan Lembaran Negara Hepublik Indonesia Nomor 4049);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 136 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Penjualan Barang Sitaan Yang Dikecualikan dari Penjualan Se(;ara

Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Sural Paksa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat ,jan

lata Cara Penyanderaan, Rehabjlitasi Nama Baik Penang~"Jng

Pajak, dan Pemberian Ganti Rug] Dalam Rangka Penagihan Pajak

Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia T;:nun

2000 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indon'3sia
Nomor 4051);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelol,3an

Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta lun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NomoI 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerinta,lan

Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No;nor

165, Tambahan Lembaran Negara P,epublik Indonesia Nomor 45~'3);

17. Peraturan Menteri DaJam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten! mg

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokak-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Dauah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomar 5);

19. Peraturan Daerab Nomor 10 Tabun 2008 tentang Organi~-;asj

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukata Jakarta Tahun 2008 Nomar 10);

20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Urnum

Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provlnsi Daerah Khusus Ibuhota

Jakarta Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta ['Jamor 3);

Dengan Persetuju,'In Bersama

DEWAN PERWAKILAN R/,KYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS iBUKOTA JAKARTA



Menetapkan

- 4 -

MEMUTUSKAN :

PERATURAN OAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da\am Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pernerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota

Jakarta.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD ada\ah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah

Khusus lbukota Jakarta.

5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Kepa\a Dinas Pelayanan Pajak adalah Kepala Dinas Pelayanan

Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi
wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,

dengan tidak mendapatkan irnbalan secara lang sung dan

digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usana maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik
negara (BUMN), alau badan usaha millk daerah (BUMO) dengan
nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana
pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan

bentuk badan lainnya termasuk komrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

9. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
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10. Hiburan adalah semua jenis tantanan, pertunjukan, permainan
dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

11. Harga Tanda Masuk (HTM) adalah harga yang tercantum pada
tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjun,
hiburan.

12. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diter ima
sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada
penyelenggara hiburan.

BAB II

NAMA PAJAK

Pasal2

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak alas .l3sa
penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.

(2) Untuk ketentuan formal dalam pelaksanaan pemungutan P.:ljak
Hiburan dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomar 6 Tallun
2010 lenlang Kelenluan Umum Pajak Daerah.

BAB III

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu

Objek Pajak

Pasal3

(1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan
dipungut bayaran.

(2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a. tontonan film;

b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;

c. kontes kecantikan;

d. pameran;

e. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;

I. sirkus, akrobal, dan sulap;

g. permainan bilyar, goll, dan bowling;

h. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkas.ln;

,
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I. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran

(fitness center);

J. pertandingan olahraga;

k, penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian : tempat

wisata, taman rekreasiJrekreasi keluarga, pasar malam,
kolam pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan

sejenisnya.

(3) Dikecualikan dari objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan
hiburan yang tidak dipungut bayaran pada acara pernikahan,
upacara adat, kegiatan keagamaan, dan pameran buku.

Bagian Kedua

Subjek Pajak

Pasal4

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang

menikmati hiburan.

Bagian Ketiga

Wajib Pajak

Pasal 5

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan hiburan.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF,

CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Bag.ian Kesatu

Oasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

(1) Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang
diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara

hiburan.

(2) Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma

yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.
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BElgian Kedua

Tarif Pajak

Pasai 7

(1) Tarif Pajak untuk pertunjllkan film dl bioskop ditetapkan sebesar
10% (sepuluh persen).

(2) Tarif pajak untuk pagelaran kes<;:':lian, musik, tari danJatau
busana sebesar 10% (sepuluh persen).

(3) Tarif pajak untuk kontes kecantikan sebesar 10% (sepuluh

persen).

(4) Tarif pajak untuk pameran sebesar 10% (sepuluh persen).

(5) Tarif pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, bar, musik
hidup (live music), musik dengan Disc Jockey (OJ) dan
sejenisnya sebesar 20% (dua puluh persen).

(6) Tarjf pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap sebesar 10%
(sepllluh persen).

(7) Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling dan Seluncur Es
(ice skating) sebesar 10% (sepuluh persen).

(8) Tarif pajak untuk permainan golf (green fee) sebesar 15% (lima
belas persen) dan untuk driving range sebesar 10% (sepuluh

persen).

(9) Tarif pajak untuk pacuan kuda, kendaraan bermotor dan
permainan ketangkasan, sebesar 10Cl

/ Cl (sepuluh persen).

(10) Tarif pajak untuk panti pijat, mandi uap dan spa sebesar 20%
(dua puluh persen).

(11) Tarif pajak untuk refleksi dan pusat KebugaranlFitness Center
sebesar 10% (sepuluh persen).

(12) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga sebesar 5% (lima
persen).

(13) Penyelenggaraan hiburan di tempat keramaian : tempat wisata,
taman rekreasi/rekreasi keluarga, pasar malam, kolarn
pemancingan, komidi putar, kereta pesiar dan sejenisnya
sebesar 10% (sepuluh persen).

Gag ian Ketiga

Cara Penghitungan Pajak

Pasal S

Besaran pokok Pajak Hiburan yang i\;(utang dihitung dengan cam

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan

dasar pengenaan pajak sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6.
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Bagian Keempat

Wilayah Pemungutan

Pasal9

Pajak Hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat

hiburan diselenggarakan.

BABV

MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Bagian Kesatu

Masa Pajak

Pasal 10

(1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1

(satu) bulan takwim.

(2) Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh.

Bagian Kedua

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 11

(1) Pajak terutang terjadi pad a saat penyelenggaraan hiburan.

(2) Dalam hal pembayaran diterima sebelum hiburan

diselenggarakan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran.

BABVI

TANDAMASUK

Pasal 12

(1) Gubernur dapat menentukan tanda masuk untuk jenis-jenis

hiburan.

(2) Penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda

masuk sebagaimana dimaksud pacta ayat (1), tetapi tidak

menggunakan tanda masuk, dikenakan sanksi berupa denda

sebesar 35% (ti9a puluh lima perse:l).
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(3) Penyelenggaraan Hiburan yang menggunakan tanda masuk yang
ditetapkan oleh Gubernur tetapi tidak mencantumkan Harga Taf'da

Masuk (HTM) dikenakan sanksi berupa denda sebesar 35% (Iga
puluh lima persen).

(4) Tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
disahkan oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara penentuan dan
pengesahan tanda masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12,
diatur dengan Peraturan Gubernur.

BABVII

KETENTUAN PFRALIHAN

Pasal 14

(1) Terhadap Pajak Hiburan yang terutang dalam masa pajak ya.ng
berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap

berlaku ketentuan Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2003 tent3n9
Pajak Hiburan.

(2) SeJama peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini bel'Jm

diterbitkan, maka peraturan pelaksanaan yang ada rnasih telap

berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daelah
In!.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 1,'5

Pacta saat Peraturan Daerah ini mulai ber)aku, Peraturan Daerah Nemer

6 Tahun 2003 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Propinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 57) , dieabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal16

Peraturan Daerah in; mulai berlaku pada tanggal 1 Januar; 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta

padatanggal 3 November 2010

GUBERNUR PROViNSI DAERAH KHUSUS
IBUK TA JAKARTA,

,

FA Zl RAltr1l

Diundangkan di Jakarta

pada langgal 5 November 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
NiP 195508251976011001

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2010 NOMOR 13
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PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta sesuai kewenangan yang diberikan, salah satll unsur pendu\ ung
untuk terlaksananya kewenangan dimaksud harus dibarengi dengan pembiajaan
yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan yang dapat diperoleh Pemerlntah
Provins; Daerah Khusus lbukota Jakarta adalah melalui penerimaan Pajak Da·;rah
antara lain Pajak Hiburan.

Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan sudah diatur dclam
Peraturan Daerah Nomer 6 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya. Der.gan
berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dalam hal pemungutan cJjek
Pajak Hiburan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2003 melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penyusunannya diJakl·kan
bersarna-sama dengan DPRD, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak DaE'rah,
khususnya Pajak Hiburan dapat optimal dalam rangka mendukung penyelenggaTaan
pemerintahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota J;]karta.

Berkaitan dengan kewenangan kepada Daerah dalam menetapkan tarif F 3jak

Daerah adalah dalam rangka untuk menghindari ditetapkannya tarif pajak yang t1nggi
dan di luar kewenangan yang diberikan. sehingga dapat menambah beban kepada
masyarakat, dan sejaJan dengan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan
masyarakat yang harus semakin baik, maka Pemerintah Provinsi Oaerah KhL·SUS
Ibukota Jakarta secara terus menefLlS berupaya meflingkatkan kinerja pelayanannya
sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan Pajak Daerah maka didalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pada ketentuan Pajak Hiburan t,~lah

diamanatkan agar sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan unluk pembiayaan
penyeJenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi daerah.

Dengan disahkannya Peraturan Pajak Daerah ini, dapat memberikan kepa~tian

kepada masyarakat dan dunia usaha didalam pelaksanaan kewajiban perpajakan
daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya
Pajak Hiburan semakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak bekerja se_:ara
profesional yang didasari pada prinsip tata ketola p"merintahan yang baik.
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Substansi materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengatur
ketentuan material yang meliputi antara lain objek dan subjek pajak, dasar
pengenaan pajak, tarif pajak, dan tata cara penghitungan pajak, serta ketentuan
mengenai masa pajak dan saat terutang pajak.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Yang dimaksud dengan tictak mendapatkan imbalan secara langsung

adalah bahwa atas pembayaran Pajak Daerah tictak dapat diberikar.

imbalan langsung secara kontra prestasi terhadap orang atau badan

tetapi diberikan secara kolektif.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Cukup jelas.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Yang dimaksud dengan penonton atau pengunjung adalah setiap oranQ
yang menghadiri sesuatu hjburan untuk melihat dan/atau mendengar
atau menjkmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan olell
penyelenggara hiburan kecuali penyeleilggara, karyawan, artis (par:]
pemain) dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tuga:,
pengawasan.
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Angka 12

Cukup jelas.

Pasal2

Cukup jelas.

Pasal3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurut b
Yang dimaksud dengan pagelaran kesenian adalah pagelaran
berupa musik dan tari yang bersifat tradisional antara lain
campur sari, keroncong, gambang kromong, musik melayu,

jaipong, tad saman dan sejenisnya.
Yang dimaksud dengan "hiburan berupa kesenian
rakyaUtradisional" adalah hiburan kesenian rakyatltradisiona\
yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan
diselenggarakan dl tempat yang dapat dikunjungi oleh semuc.

lapisan masyarakat.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurut d
Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Hurut t

Cukup jelas.

Hurut 9
Cukup jelas.

Hurut h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Hurut j
Termasuk jenis olahraga yang dapat dipertandingkan dan/atau
dipertunjukan antara lain; renang, tenis, squash, futsal dan jenis
olahraga lainnya, selain yang dimaksud pacta huruf 9 d.an

hurut h.
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Hurul k

Yang dimaksud dengan permainan ketangkasan adalah
permainan baik secara manual maupun elektronik antara lain;
permainan yang menggunakan mesin keping (coin game
machine). born-born car, mesin simulator balap mobil dan motor,
mesin simulator permainan menembak. mesin musik, mesin
simulator olah raga, mesin musik dansa dan yang sejenisnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal4

Cukup jelas.

Pasal5

Cukup jelas.

Pasal6

Cukup jelas.

Pasal7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Green fee adalah pembayaran terhadap penggunaan lapangan golf
berikut fasilitas penunjang.

Driving range adalah tempat untUk belajarflatihan memukul bola golt
berikut fasilitas penunjang dengan dipungut bayaran.
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Fasilitas penunjang meJiputi persewaan peralatan golf, carlbugy, caddy
fee, pembayaran atas spa, massage dan restoran (tidak termasuk
merchandise).

Aya! (9)

Cukup Jelas.

Aya! (10)

CUkup Jelas.

Aya!(11)

Cukup Jelas.

Aya! (12)

CUkup Jelas.

Aya! (13)

Cukup Jelas.

Pasal8

Cukup jelas.

Pasal9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 10


